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PARTAI AMANAT NASIONAL

PRINSIP DASAR

Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang
memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, ke-
majuan dan keadilan sosial.

Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kema-
nusiaan dan kemajemukan.

Partai Amanat Nasional mencita-citakan suatu
masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan
sosial, otonom dan mandiri. Partai ini menginginkan
tatanan yang memungkinkan setiap manusia dapat
mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan.
Setiap manusia dapat berperan serta dalam kehi-
dupan politik, ekonomi, budaya, dan berperan serta
dalam usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan.

Partai Amanat Nasional merupakan partai yang
menghormati dan mendorong kemajemukan. Partai
ini merupakan kumpulan manusia Indonesia yang
berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar
belakang etnis, suku, agama dan jender. Partal ini
menganul prinsip non-sektarian dan non-diskrimi-
natif. Kesepakatan kami adalah berdasarkan prinsip
dasar bersama dan cita-cita politik yang sama.

Partai Amanat Nasional menentang segala bentuk
kediktatoran, totaliterisme dan otoriterisme, karena
berlawanan dengan harkat dan martabat manusia,
memasung kebebasan dan menghancurkan hukum.
Partai ini menjunjung tinggi demokrasi, untuk me-
wujudkan tatanan sosial dan politik yang memung-
kinkan masyarakat madani mengawasi kekuasaan.
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Partai Amanat Nasional akan bersaing dengan
partai-partai lain secara terbuka, adil dan jujur untuk
meraih dukungan rakyat. Selama tidak berada da-
lam posisi pemerintah, partai ini akan berfungsi se-
bagai oposisi. Partai ini berpendirian, pemerintah
dan oposisi memiliki tanggung jawab yang setara
lerhadap masyarakat.

POLITIK

Partai Amanat Nasional berpendirian negara wajib
menghocmi_iti dan melindungi kehidupan dan marta-
bat warganya. Pemerintah harus menciptakan pra-
kondisi, dimana warga negara dapat mengem-
bangkan hak-hak individu dan kewajiban sosiainya
secara bebas.

Untuk menjamin terciplanya masyarakat madani
yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, serta
bebas dari penindasan, penghilangan paksa dan ke-
kerasan, Partai Amanat Nasional memperjuangkan
dihormatinya hak asasi manusia yang berlaku uni-
versal. Partai ini mendukung ratifikasi konvensi Hak
Azasi Manusia PBB.

Partai Amanat Nasional memperjuangkan otonomi
masyarakal madani dan pembatasan kekuasaan
negara. Lembaga oposisi merupakan sarana yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

Partai Amanat Nasional menghendaki pertang-
gung-jawaban yang terbuka dalam pengurusan
negara. Birokrasi ada untuk melayani kepentingan
masyarakal dan bukan sebaliknya.

Lembaga eksekutil, legislatif dan yudikatif mesti
dibedakan secara tegas, untuk menjamin berlang-

sungnya proses saling kontrol di antara lembaga-
lembaga itu. Dominasi lembaga kepresidenan di
masa lalu harus diakhiri. Partai ini memperjuangkan
pembatasan masa jabatan presiden paling banyak
dua kali lima tahun.

Pembagian kekuasaan pusat dan daerah mesti
diatur untuk memberi kesempatan warga negara
bertindak lebih otonom dalam mengembangkan
daerah-daerah. Otonomi dalam mengurus sumber-
daya, mencari pendanaan dan menikmati hasil-
hasilnya, bukan hanya terbatas pada daerah tingkat
dua, tetapi juga daerah tingkat satu. Untuk mence-
gah disintegrasi nasional dan eksploitasi pusat terha-
dap daerah, partai ini terbuka terhadap gagasan
bentuk negara serikat.

Hak warga negara untuk berorganisasi dijamin.
Asosiasi-asosiasi berdasarkan kesamaan tujuan,
diperlukan sebagai sarana kehidupan baru. Pers
dijamin kebebasannya. Untuk menjamin hak masya-
rakal memperoleh informasi, media massa harus
independen dalam mengumpulkan, mengolah dan
menyiarkan berita.

Partai Amanat Nasional memperjuangkan dihenti-
kannya penyelewengan kekuasaan. Partai ini ber-
juang untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Seluruh masyarakat harus mendapat akses pada
sistem peradilan yang independen, adil dan murah.

Partai ini mendukung gagasan reformasi konstitusi
untuk menjamin kedaulatan rakyat dan dibatasinya
kekuasaan negara, serta berlangsungnya demo-
kratisasi.

Partai Amanat Nasional berpendirian krisis yang



dialami Bangsa Indonesia berakar pada politik rezim
Orde Baru yang melecehkan kedaulatan rakyal.
Karenanya parai ini menentang setiap usaha yang
mencoba mengembalikan kekuasaan Orde Baru dan
para pendukungnya ke panggung politik. Tatanan
Orde Baru mesti diganti sama sekali.

PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara merupakan usaha segenap
masyarakal untuk mempertahankan tanah air.
Perlindungan penduduk sipil merupakan bagian
terpenting dari pertahanan negara.

Partai Amanat Nasional berpendirian ABRI harus
tunduk pada hukum, konstitusi, dan berada di bawah
kontrol publik. ABRI berfungsi sebagai alat negara
unluk menjaga keamanan negara, dan lidak men-
campuri apalagi mendominasi urusan politik, eko-
nomi dan sosial. Polisi mesti dipisahkan dari struktur
ABRI.

EKONOMI

Kebijakan ekonomi Partai Amanat Nasional ber-
tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial lewat
kemakmuran yang berkeadilan dengan berian-
daskan moralitas serta menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia. Kemakmuran ditopang oleh tiga
pilar utama, yakni pertumbuhan yang dinamis,
slabilitas dan efisiensi. Sedangkan keadilan disang-
ga oleh kebebasan, persamaan dan tertib sosial.

Pembangunan ekonomi tak mengenal perbedaan
ras, suku, dan agama. Partai Amanat Nasional
memperjuangkan pemberian kesempatan yang sa-
ma bagi semua aktor untuk mewujudkan segala
polensi yang dimilikinya bagi penguatan daya saing

nasional.

Pemberdayaan pengusaha kecil dan koperasi lebih
ditekankan pada penghapusan segala hambatan
usaha dan kontrol karena karakteristik alamiah yang
melekat padanya dan sebaliknya memperiancar bagi
terkuaknya faktor-faktor dinamis yang dimilikinya.
Partai Amanat Nasional memperjuangkan kebe-
basan koperasi dari kekangan birokrasi dan alat

politik penguasa.

Strategi pembangunan Orde Baru yang terbukti
membangkrutkan ekonomi bangsa, mesti diting-
galkan. Partai Amanat Nasional menginginkan
suatu strategi lain untuk membangun indonesia
baru, yang mendasarkan diri pada berbagai faktor
secara menyeluruh dan memihak kepada mereka
yang lemah.

Ekonomi diatur berdasarkan sistem perekonomian
pasar yang kuat, lentur dan dapat dengan cepat
mengatasi krisis. Perekonomian itu disusun ber-
samaan dengan penataan kehidupan politik yang
demokratis, tegaknya hukum, serta pranata sosial
yang mendukungnya. Partai Amanat Nasional
berkeyakinan bahwa kebijakan ekonomi harus men-
jamin kesempatan kerja, meningkatnya produktivitas
dan kesejahteraan umum.

Partal Amanat Nasional berpendirian bahwa tujuan
pembangunan nasional hanya bisa terwujud dengan
ditegakkannya persaingan yang sehat. Untuk itu
mekanisme pasar harus diimbangi dengan pene-
gakan pemerintahan bersih dan efektif untuk
memungkinkan terciptanya keserasian antara
kepentingan perseorangan dan kepentingan masya-
rakat. Peran pemerintah lebih ditekankan pada




penciptaan jaring-jaring pengaman dan kebiiakan
menyetarakan peluang di antara berbagai pelaku
ekonomi dengan memperhatikan asas keadilan.

Kemiskinan, Lapangan Kerja, dan Kesempatan
Usaha

Partai Amanat Nasional memprioritaskan agenda
pembangunan yang mengangkat penduduk dari
lembah kemiskinan, memerangi pengangguran, dan
memperluas kesempatan kerja. Penanganan yang
bersifal segera diupayakan untuk menguatkan
sendi-sendi ekonomi yang menjamin pembangunan
yang berkelanjutan,

Pertumbuhan ekonomi yang dinamis

Karunia sumber daya alam dan manusia adalah mo-
dal dasar penggerak mesin perekonomian. Untuk
mengembalikan aliran investasi dan teknologi, Par-
tai Amanat Nasional memperjuangkan pulihnya
kepercayaan masyarakat domestik dan internasional
pada sistim perekonomian dan politik Indonesia.
Perpaduan antara modal dasar dan kepercayaan
inilah yang akan menghasilkan pertumbuhan eko-
nomi yang dinamis.

Kebijakan yang sekedar mengejar pertumbuhan
yang setinggi-tingginya dengan membiarkan perilaku
“lebih besar pasak daripada tiang™ harus ditinggal-
kan. Yang harus dikedepankan adalah perilaku
hemat dan kemandirian yang didasarkan pada
penguatan sendi-sendi daya saing bangsa di tengah
terpaan gelombang globalisasi.

Meningkatkan produklivitas nasional

Partai Amanat Nasional bertekad untuk mening-
katkan daya saing nasional dengan meningkatkan
produktifitas bangsa agar Indonesia bisa memiliki

kedudukan yang menguntungkan di dalam kancah
persaingan global. Produktifitas bangsa adalah kata
kunci untuk peningkatan daya saing nasional.

Memelihara stok modal

Selama masa transisi menuju perekonomian yang
lebih stabil, Partai Amanat Nasional mengarahkan
upaya untuk memelihara stok modal yang ada, agar
tidak menjadi onggokan barang mati tak bermakna,
karena terkikis oleh gelombang krisis berkepan-
jangan. Hal ini penting untuk mempercepat pemu-
lihan ekonomi tatkala momentumnya tiba. Pencip-
taan lapangan kerja lewat program kilat akan
diprioritaskan pada bidang ini.

Rehabilitasi

Karena tak terjadi kerusakan serius pada fasilitas-
fasilitas produksi, maka titik berat kebijakan
rehabilitasi Partai Amanat Nasional terletak pada
pembenahan sistem insentif. Dengan begitu diha-
rapkan terjadi restrukturisasi perekonomian secara
alamiah. Struktur ekonomi akan semakin kokoh
karena lebih berlandaskan pada kekuatan sendiri
(prinsip keunggulan komparatif).

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah
Keterpurukan usaha kecil dan menengah (UKM)
selama ini lebih disebabkan oleh perlakuan diskri-
minatif yang lebih mengutamakan usaha besar
dengan serangkaian proteksi, fasilitas khusus, dan
berbagai kebijakan distortif lainnya. Dengan kesa-
daran bahwa pada hakekatnya UKM memiliki dasar
yang cukup kokoh.dan dinamis, tanpa bantuan
pemerintah sekalipun, maka strategi Partai Amanat
Nasional dalam pemberdayaan UKM berawal dari
penghapusan segala hambatan yang selama ini
membelenggu UKM.



Partai Amanat Nasional memperjuangkan terbuka-

nya peluang yang seluas-luasnya bagi UKM untuk

menjadi pengusaha-pengusaha yang besar dan
tangguh. Untuk itu, Partai Amanat Nasional bersi-
fat proaktif dalam memperkokoh landasan kelem-
bagaan dan menjunjung tinggi persaingan sehat.

Kebijakan Afirmasi

Partai Amanat Nasional menghendaki suatu kebi-
jakan ekonomi yang memihak kepada mereka yang
lemah, Politik affirmasi di sektor ekonomi sangat
penting untuk mendukung terciptanya keadilan bagi
masyarakat luas, karena ketimpangan ekonomi
dalam masyarakat terlanjur terlalu parah akibat
pembangunan ekonomi Orde Baru yang memen-
tingkan segelintir pemodal dan penguasanya, teru-
tama lewat praktek-praktek Nepotisme, Kolusi dan
Korupsi.

Pembangunan Daerah

Partai Amanat Nasional memadukan pendekatan
makro ekonomi dan aspek kedaerahan untuk meng-
hasilkan pembangunan yang lebih dinamis dan
merata antar daerah. Keberagaman potensi dan
karakteristik daerah justru merupakan penggerak
dinamika pembangunan yang didasarkan pada
otonomi daerah. Otonomi menempatkan daerah
sebagai pelaku sentral dalam mengidentifikasi,
merumuskan dan memecahkan berbagai persoalan
lokal yang unik, sehingga bisa meningkatkan efek-
tivitas peran pemerintahan di daerah.

Perimbangan keuangan pusat-daerah

Partai Amanat Nasional memperjuangkan perim-
bangan keuangan pusat-daerah dan menjamin
tatanan yang mencegah pengeringan sumber-
sumber daerah, karena keduanya adalah prasyarat
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bagi diberlakukannya otonomi daerah.

Pemerintahan yang bersih dan efektif

Kunci kepercayaan rakyat pada pemerintah adalah
kredibilitas dan pertanggungjawaban yang trans-
paran. Untuk menegakkan kedua prinsip ini Partai
Amanat Nasional akan membentuk pusat penga-
duan perilaku seluruh aparat pemerintah (semacam
ombusman office) dan lembaga independen peman-
tauan korupsi. Pada waktu yang bersamaan akan
dimulai restrukturisasi birokrasi untuk menjamin
terwujudnya pemerintahan yang efektif, dan setiap
pejabat diwajibkan mengumumkarr kekayaannya.

Partisipasi aktif dalam menyehatkan ekonomi dunia
Yang muncul dewasa ini adalah suatu bentuk
eksploitasi baru, yaitu oleh financial-driven econo-
mies terhadap good-producing economies.

Kelompok pertama memiliki kelelu-
asaan yang sangat besar dalam merekayasa
bentuk-bentuk transaksi keuangan yang sifatnya
semu, dalam arti tidak memberikan kontribusi
produktif bagi peningkatan kesejahteraan nyata
masyarakat. Hal ini terjadi karena uang dan aset-
aset finansial lainnya saling diperdagangkan
sebagaimana komoditi.

Sektor finansial dengan segala bentuk instrumen
dan berbagai lembaga keuangan yang meno-
pangnya tidak bisa berdiri sendifi. la pada galibnya
merupakan fasilitator bagi sektor riil. Jika dalam
kenyataannya kedua sektor ini telah lepas kaitan,
maka umat manusia tinggal menunggu kehancuran
peradaban, atau sekurangnya hidup dalam kege-
merlapan artifisial dengan segala konsekuensinya.
Jika umat manusia ingin terhindar dari malapetaka
yang maha dahsyat itu, maka mau tak mau kita harus
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semakin sungguh-sungguh mengupayakan suatu
tatanan baru yang kembali menempatkan sektor
finansial pada fungsi hakikinya. Oieh karena itu
Partai Amanat Nasional akan memperjuang-

kannya.

Anti Monopoli

Elemen penting dalam kebijakan ekonomi Partai
Amanat Nasional adalah kebebasan konsumen
dan kebebasan memilih tempat kerja, persaingan
berdasarkan hukum, serta perlindungan pengusaha
kecil dan lemah. UU Perlindungan konsumen dan
UU anti monopoli merupakan syarat diwujudkannya
keadilan bagi semua. Pembatasan kekuasaan peru-
sahaan besar merupakan tugas pokok suatu kebijak-
an ekonomi. Negara dan masyarakat tidak diizinkan
menjadi mangsa kelompok kepentingan yang teralu
kuat.

TANAH

Partai Amanat Nasional menginginkan reformasi
agraria, agar seluruh warga negara bisa memiliki
akses terhadap tanah. Penguasaan berlebihan atas
tanah mesti dibatasi. Pelaksanaan UU Pokok Agraria
secara konsisten dan pengakuan hak ulayat, dapat
menjadi langkah awal penataan tanah di Indonesia.

BURUH

Serikat buruh bebas didirikan untuk memperiuang-
kan kepentingan buruh. Buruh berhak mendapatkan
bagian dari hasil kerja mereka secara layak dan ikut
menentukan sebagai pelaku kehidupan ekonomi dan
sosial. Intervensi pemerintah yang meletakkan
kepentingan serikat buruh di bawah kepentingan
modal dan kekuasaan, mesti dihentikan. Serikat
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buruh harus mengubah dirinya dari hamba dunia
usaha menjadi warga dunia usaha dan sanggup
menopang perjuangan buruh dalam menjalankan
hak mogok.

SOSIAL

Kebijakan sosial merupakan persyaratan penting
agar setiap warga negara dapat mengembangkan
diri secara bebas dan bermartabat. Sistem jaminan
sosial mesti diciptakan, agar setiap warga negara
beroleh pelayanan perumahan, kesehatan, pendi-
dikan dan sarana dasar lainnya.

Daya cipta manusia dalam kehidupan budaya yang
beragam harus dapat bebas berkembang. Kebijakan
negara seharusnya mendorong dan memberi
semangat kepada seluruh warga untuk mengem-
bangkan sumber-sumber artistik dan intelektual.

Partai Amanat Nasional menghormati kehicupan
beragama, mengembangkan semangat toleransi
sesama manusia yang berbeda keyakinannya.

Latar belakang masyarakat Indonesia yang sangat
majemuk, bukan hanya dari segi agama, tetapi juga,
suku, ras, membutuhkan toleransi yang tulus agar
kehidupan yang bermartabat bisa berlangsung.
Partai Amanat Nasional menentang segala diskri-
minasi yang didasarkan atas agama, suku, ras,
bahasa-dan latar sosial lainnya.

PENDIDIKAN

Wajib belajar diterapkan untuk semua anak usia
sekolah. Partai Amanat Nasional memberikan
perhatian khusus terhadap pendidikan, agar gene-



rasi muda yang berkualitas bermunculan untuk
mengemban tanggung-jawab masa depan bangsa.
Alokasi dana pendidikan senantiasa ditingkatkan,
agar para siswa dapat dibebaskan dari biaya sekolah
dan segala pungutan yang memberatkan. Sistem
pendidikan nasional harus bisa merangsang tum-
buhnya akhlak yang baik, dan merangsang keman-
dirian serta kreativitas.

Partai Amanat Nasional juga mendorong kegiatan
penelitian ilmiah. Kegiatan itu mesti dilakukan secara
bebas dan hasilnya terbuka untuk umum. Panai ini
mencegah disalahgunakannya hasil penelitian untuk
merusak umat manusia.

PEREMPUAN

Persamaan hak perempuan mesti diwujudkan
secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesem-
patan yang sama mesti diberikan kepada perem-
puan untuk berkecimpung di segala lapangan

kehidupan.

Partai Amanat Nasional meyakini perlunya keadilan
jender. Peningkatan keterwakilan perempuan di

segala lapangan kehidupan harus diperjuangkan.
LINGKUNGAN HIDUP

Partai Amanat Nasional memperjuangkan dilin-
dunginya kelestarian sumber daya alam dan ling-
kungan hidup. Partai ini berkeyakinan bahwa ling-
kungan hidup adalah pinjaman dari generasi men-
datang, yang mesti dilindungi dari keserakahan
manusia.

— oy

PERGAULANDUNIA

Tak satupun bangsa di dunia ini yang bisa hidup
mengisolasi diri. Partai Amanat Nasional meng-
hendaki suatu pergaulan dunia yang didasari prinsip
kesetaraan. Partai ini mendukung setiap usaha
kerjasama internasional yang membawa keuntungan
bersama. Perdagangan bebas periu dikembangkan,
sejauh hal itu tidak hanya menguntungkan negara-
negara Utara dan modal global, tetapi juga mengun-
tungkan masyarakat lemah terutama di negeri-negeri
Selatan.

Partai Amanat Nasional menghormati hak semua
bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Karena
faktor sejarahnya yang khusus, partai ini mendukung
penyeiesaian masalah Timor Timur melalui referen-
dum di bawah pengawasan PBB.

Partai Amanat Nasional menghendaki dimusnah-
kannya senjata pembasmi massal dan ranjau darat
di seluruh dunia. Indonesia tidak diizinkan mem-
produksi atau menggunakan senjata pemusnah
massal dan ranjau darat.

JALANKITA

Bangsa Indonesia kini menghadapi krisis berbagai
bidang sebagai warisan rezim Orde Baru yang oto-
riter. Orde Baru bukannya meningkatkan taraf hidup
masyarakat, tetapi membawa kesengsaraan
mayoritas warga dan mewariskan bahaya disin-
tegrasi nasional. Tahap awal perjuangan reformasi
yang dimotori mahasiswa berhasil menumbangkan
pusat kekuatan Orde Baru dan membongkar ber-
bagai kebohongannya. Di atas reruntuhan itulah,
langkah-langkah mesti diambil secara cepat dan

13



nyata, menuju tercapainya Indonesia baru. Partai
Amanat Nasional terpanggil untuk bersama rakyat,
bahu membahu mengatasi masalah itu.

Partai Amanat Nasional berkehendak membangun
masyarakat Indonesia baru, berdasarkan moral
agama, prinsip-prinsip demokrasi, peri kemanu-
siaan, membangun masyarakat madani yang bebas
dari kesengsaraan, rasa takut, dan bebas dari
penindasan serta kekerasan. <

Setiap warga negara, kami panggil untuk ambil
bagian dalam perjuangan menuju Indonesia baru
yang bermartabat itu, dengan bergabung bersama
Partai Amanat Nasional.

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI AMANAT NASIONAL

JAKARTA 1998



MUKADIMAH

Atas dasar tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang
Maha Esa yang teial menurunkan amanat kepada umat
manusia untuk menegakkan kebaikan dan mencegah
kemungkaran, terangkumiah segenap cipta, karsa, rasa
dan cita manusia untuk melangkahkan kaki ke panggung
sejarah mewujudkan nilai-nilai mulia amanat lllahi Yang
Maha Suci.

Peradaban manusia telah menempatkan kekuatan
materi sebagai penghela kemajuan mencapai tingkat
hidup masyarakat yang sejahtera. Kemajuan ini senyata-
nya merupakan kondisi semu berupa pengorbanan seba-
gian besar anggota masyarakat yang hanya dinikmati
oleh sebagian kecil yang lain. Maka oleh karena itu
belenggu atas sebagian yang terlindas oleh kelompok
penindas, penyalahgunaan kewenangan oleh pemangku
amanat, pengingkaran terhadap nilai-nilai kebenaran dan
keadilan yang melahirkan sistem yang dikembalikan oleh
semangal keserakahan, kediktatoran dan kelaliman,
mestilah segera diakhiri. Semua itu akibat dari diabaikan-
nya kehormatan atas kejujuran dan direndahkannya
kesucian atas pengorbanan.

Sebagai wujud dari pertanggungjawaban sejarah
dan kemanusiaan, dikembangkanlah kesadaran untuk
mewujudkan tatanan hidup yang tentram, aman, adil, dan
sejahtra lahir batin, maka perly diwujudkan keserasian
kehidupan pribadi dan masyarakat, jasmani dan rohani,
spiritual dan material, kebebasan dan ketertiban,
sehingga tercapai tatanan baru masyarakat madani yang
dilandasi moral agama, bermartabat dan terbuka.

Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Yang Maha
Esa, maka segenap kekuatan yang terus-menerus ber-
juang dalam meletakkan dasar pembaharuan tata kehidu-
pan bangsa yang lebih baik bagi seluruh anggota masya-
rakat, dengan ini mendirikan kekuatan politik PARTAI
AMANAT NASIONAL yang memperjuangkan kedaulatan
rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial.

Atas petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui
upaya-upaya yang terencana, tertata dan berkelanjutan,
maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai berikut :



ANGGARAN DASAR
PARTAI AMANAT NASIONAL

Bab I
NAMA, KEDUDUKAN dan LOGO

Pasal 1
Nama dan kedudukan

1. Partai ini bernama PARTAI AMANAT NASIONAL
disingkat dengan PAN yang dibentuk dan
dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus
1998 di Jakarta.

2. Dewan Pimpinan Pusat PAN berkedudukan di
ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 2
Logo

1. Nilai yang terkandung dalam logo PAN adalah
dengan kehadiran partai ini diharapkan akan mampu
_membawa pencerahan ke arah masa depan Indo-
nesia yang lebih baik.
2. Penjelasan terhadap logo PAN tertera dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Bab I1
ASAS, SIFAT dan IDENTITAS

Pasal 3
Asas

Partai Amanat Nasional ini berasaskan Pancasila.

Pasal 4
Sifat

PAN adalah partai politik di Indonesia yang bersifat
terbuka, majemuk, dan mandiri.



Pasal 5
Identitas

Identitas partai ini adalah menjunjung tinggi moral agama
dan kemanusiaan.

Bab III
TUJUAN

Pasal 6

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan
kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan
spiritual,

Bab IV
USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan pada pasal 6, maka PAN
menjalankan usaha antara lain sebagai berikui :

p
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Membangun masyarakat Indonesia baru,
berdasarkan moral agama, prinsip-prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.

Membangun masyarakat madani yang bebas dari
kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan
kekerasan.

Mewujudkan manusia Indonesia yang berdaulat,
menmiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman
dan bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Membangun manusia Indonesia yang mampu
menguasai dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan
dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa dan umat
manusia.

Meningkatkan peran serta politik dan kontro! sosial
masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan
dan negara.

Meningkatkan kesadaran atas pelaksanaan kewa-
jiban warga negara sebagai manusia dan kewajiban
negara dalam penegakan hak-hak asasi manusia

BT Tt e e e

10.

11.

12

13.

. 14,

15.

16.

17

yang semakin terjamin dan bertanggung jawab,
Mengupayakan pertanggungjawaban yang terbuka
dalam pengurusan negara melalui penguatan
masyarakat madani dalam mengawasi kekuasaan,
Memperjuangkan peningkatan kemampuan daerah
dalam mengembangkan kemandirian dalam
mengurus sumber daya, mencari pendanaan dan
menikmati hasil-hasilnya sehingga dapat mencegah
disintegrasi nasional dan ekploitasi pusat terhadap
daerah.

Memperjuangkan kebebasan pers yang memper-
hatikan norma-norma hukum, susila, akhlak dan
kepatutan sehingga masyarakat memperoleh
informasi yang objektif dan transparan.
Mengusahakan penegakan hukum tanpa
diskriminasi sehingga semua masyarakat mendapat
akses yang sama dalam lembaga peradilan yang
independen, adil, murah dan cepat.
Memperjuangkan secara tegas pemisahan antara
lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk
menjamin proses dapat saling kontrol diantara

- lembaga-lembaga tersebut.

Mengupayakan peranan ABRI yang sesuai dengan
fungsinya di bidang hankam, tunduk pada hukum,
konstitusi dan kontrol publik.

Mengupayakan agar setiap warga negara memiliki
akses langsung pada penguasaan dan pemilikan
tanah, pengakuan hak ulayat, dan mengembalikan
fungsi sosial yang melekat pada tanah.
Mengusahakan persamaan hak secara proporsional
kepada perempuan sebagai insan yang harus
dihormati dengan memberikan kesempatan yang
sama di mata hukum, sosial, ekonomi dan politik.
Mewuijudkan kesejahteraan sosial lewat pemerataan
yang berlandaskan moralitas serta menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia.

Memperjuangkan pemberian kesempatan yang
sama bagi semua pelaku ekonomi untuk mewujud-
kan segala potensi yang dimiliki bagi penguatan
daya saing nasional.

Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan
nasional yang mampu meningkatkan sumber daya
manusia yang merangsang kemandirian serta
kreatifitas. '



i8.

19.

20.

Memperjuangkan perlindungan kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan hidup dari keserakahan
manusia untuk menjamin keadilan antar generasi.
Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memihak
kepada yang lemah dan mendukung terciptanya
keadilan bagi masyarakat luas.

Memperjuangkan berjalannya pemerintahan yang
bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.

BabV
KEANGGOTAAN

Pasal 8

Peraturan keanggotaan diatur lebih lanjut daiam
Anggaran Rumah Tangga.

Bab VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

a. Dewan Pimpinan Ranting ialah kesatuan
anggota dan tingkat kepemimpinan di tingkat
kelurahan/desa.

b. Dewan Pimpinan Cabang ialah kesatuan ang-
gota dan kepemimpinan di tingkat kecamatan,

c. Dewan Pimpinan Daerah ialah kesatuan ang-
gota dan kepemimpinan di daerah tingkat Il.

d. Dewan Pimpinan Wilayah ialah kesatuan ang-
gota dan kepemimpinan di daerah tingkat 1.

e. Dewan Pimpinan Pusat ialah kesatuan anggota
dan kepemimpinan yang berada di tingkat
pusat.

Di setiap tingkat kepemimpinan di bentuk Majelis
Pertimbangan Partai (MPP), yang berfungsi mem-
berikan nasehat dan pertimbangan kepada Dewan
Pimpinan Partai.

Di setiap tingkat kepemimpinan dapat dibentuk
Badan Otonomi dan lembaga / Panitia khusus yang
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akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Ketentuan tentang hubungan struktural antara
DPDPW, DPD, DPC dan DPRt diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Pimpinan Organisasi

Dewan Pimpinan Pusat

a. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan
tertinggi dalam memimpin partai.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan
ditetapkan dalam kongres.

c. Anggota Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
- Majelis Pertimbangan Partai.
- Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan

Pusat.

Dewan Pimpinan Wilayah

a. Dewan Pimpinan Wilayah memimpin partai
di wilayahnya dan melaksanakan kepemim-
pinan dari Pimpinan pusat.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan
ditetapkan dalam Musyawarah wilayah untuk
masa jabatan 5 tahun.

c. - Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah
berdasarkan hasil musyawarah wilayah
disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan
surat keputusan.

d. Anggota Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari:

- Majelis Pertimbangan Partai Wilayah.
- Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan
Wilayah.

Dewan Pimpinan Daerah

a. Dewan Pimpinan Daerah memimpin partai
di daerahnya dan melaksanakan kepemimpinan
dari Dewan Pimpinan Wilayah.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan
ditetapkan dalam Musyawarah Daerah untuk
masa jabatan 5 tahun.

c. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah hasil



d.

musyawarah daerah disahkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat dengan surat keputusan yang
tembusannya disampaikan kepada Dewan pim-
pinan wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang.

Anggota Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :

. - Majelis Pertimbangan Partai Daerah.

- Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan
Daerah. -

4. Dewan Pimpinan Cabang

a.

Dewan Pimpinan Cabang memimpin partai
di cabangnya dan melaksanakan kepe-
mimpinan dari Dewan Pimpinan Daerah.
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan
ditelapkan oleh musyawarah cabang untuk
masa jabatan 5 tahun,
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang hasil
musyawarah cabang disahkan oleh Dewan
Pimpinan Wilayah dengan surat keputusan
yang tembusannya disampaikan kepada Dewan
Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Ranting.
Anggota Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
- Majelis Pertimbangan Partai cabang.
Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan
Cabang.

5. Dewan Pimpinan Ranting

a.

d.

Dewan Pimpinan Ranting memimpin partai
di rantingnya dan melaksanakan kepemimpinan
dari Dewan Pimpinan Cabang.
Pengurus Dewan Pimpinan Ranting dipiiih dan
ditetapkan oleh musyawarah ranting untuk
masa jabatan 5 tahun.
Kepengurusan pimpinan ranting hasil musya-
warah ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah dengan surat keputusan yang tembu-
sannya disampaikan kepada Dewan Pimpinan
Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.
Anggota Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari :
Majelis Pertimbangan Partai ranting.
Seluruh anggota pengurus Dewan Pimpinan
Ranting.

Bab VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

1. Bentuk macam-macam permusyawaratan

Kongres
Rapat Kerja Nasional
Rapat Paripurna
Musyawarah Wilayah
Rapat Kerja Wilayah
Musyawarah Daerah
Rapat Kerja Daerah
Musyawarah Cabang
Rapat Kerja Cabang
. Musyawarah Ranting
. Rapat Kerja Ranting
. Kongres Luar Biasa
. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
. Musyawarah Daerah Luar Biasa
. Musyawarah Cabang Luar Biasa
1.16. Musyawarah Ranting Luar Biasa
1.17. Rapat Pleno
1.18. Rapat Harian
1.19. Rapat Anggota Ranting
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2. Hal-hal yang berkenaan dengan aturan permusya-

waratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Bab VIII
ACARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Acara permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.



Bab IX
MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 13

Masa Jabatan ketua Umum dalam Dewan Pimpinan
Pusat serta jabatan ketua dalam tingkat DPW, DPD, DPC,
dan DPRI paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa
jabatan dan tidak dapat dipilih kembali.

Bab X
KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Korum dan pengambilan keputusan diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab XI
HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 15

Hak suara dan hak bicara dalam permusyawaratan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab XII
SUMBER KEUANGAN

Pasal 16

Sumber keuangan partai terdiri dari :
1. Uang iuran anggota

2. Usaha, sumbangan dan infak
3. Hibah dan wasiat
4

Sumber sumber lain yang dianggap halal dan tidak
mengikat,

Bab XIII
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17
Pengesahan Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya
disahkan dalam Rapat Formatur pada tanggal 22 Agustus
1998.

Bab XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh
kongres yang akan datang.

Bab XV
PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 19

1. Parai hanya dapat dibubarkan oleh kongres dan
atau kongres luar biasa yang khusus diadakan untuk
itu.

2. Kongres dan atau Kongres Luar Biasa tersebut
diatas dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh 2/3 (dua
per tiga) dari Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui
oleh 2/3 suara yang hadir.

3. Apabila terjadi pembubaran partai, maka seluruh
harta benda milik partai diputuskan pula dalam
kongres tersebut.

Bab XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain.

1"



Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga akan diatur lebih lanjut oleh DPP PAN sejauh
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.

Jakarta, 23 Agustus 1998

Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat
Partai Amanat Nasional

M. AMIEN RAIS
Ketua Formatur
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ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI AMANAT NASIONAL

Bab I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Yang dapat diterima sebagai anggota PAN adalah
seluruh warga negara Republik Indonesia yang telah
dewasa, berjiwa reformis, menyetujui dan
mendukung platform Partai, Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai.

Setiap orang yang berkeinginan menjadi anggota
PAN dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada dewan pimpinan pariai yang berdekatan
dengan tempat tinggal yang bersangkutan.
Dewan Pimpinan Pusat PAN berhak untuk
memenuhi dan/atau tidak memenuhi permintaan
seseorang sebagai anggota PAN.

Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi
anggota PAN akan diberikan karu anggota yang
dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui
Dewan Pimpinan PAN ditempat yang bersangkutan
semula melakukan pendaftaran.

Pasal 2
Kewajiban Anggota

Berakhlak mulia dengan melaksanakan ajaran
Agama.

Patuh dan setia terhadap ketentuan hukum dan
keputusan-keputusan Partai.

Menjaga dan mempertahankan kehormatan serta
memiliki keterikatan secara lahir dan bathin terhadap

_ partai.

Membayar uang iuran anggota.

Tidak merangkap sebagai anggota organisasi partai
politik lain.

Mendukung dan menyukseskan tujuan, usaha dan
program perjuangan parai.

13



Pasal 3
Hak-hak anggota

Memperoleh perlakuan yang sama dalam parai,
Dipilih dan memilih.

Menyatakan pendapat.

Membela diri,

PON =

Pasal 4
Sanksi organisasi

Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota dan

atau pengurus Dewan Pimpinan PAN apabila :

1. Yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar
kaedah organisasi PAN.

2. Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat
merusak citra dan nama baik organisasi PAN.

Pasal 5
Bentuk bentuk sanksi

1.  Teguran tertulis.

2. Diberhentikan sementara sebagai pengurus PAN.

3.  Diberhentikan sementara sebagai anggota dengan
dicabut sementara kartu anggotanya,

4. Diberhentikan selamanya sebagai pengurus dan
atau anggota.

Pasal 6
Mekanisme pemberian sanksi

1. Bagi Pengurus DPP PAN:

1.1. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukar
oleh DPP PAN berdasarkan hasil keputusan
Rapat Harian DPP PAN.

1.2. Pemberian Sanksi pemberhentian sementara
sebagai pengurus dan atau anggota dan
pemberhentian selamanya sebagai pengurus
dan atau anggota dilakukan oleh DPP PAN
berdasarkan Rapat Pleno DPP PAN.

2. Bagi Pengurus di tingkat Wilayah dilakukan oleh

DPW PAN berdasarkan keputusan hasil Rapat

14

Pleno DPW PAN.

3. Bagi Pengurus di tingkat DPD, DPC dan DPR!
dilakukan oleh DPW atas permintaan Dewan
Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan hasil
keputusan Rapat Pleno dewan pimpinan setempat.

4. Bagi anggota PAN dilakukan oleh DPW atas
permintaan dewan pimpinan setempat.

Pasal 7
Mekanisme pembelaan diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang
dilakukan oleh DPP dapat diajukan kepada Rapat
Harian DPP.

2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian
sementara dan atau selamanya sebagai pengurus
dan atau anggota yang dilakukan oleh DPP dapat
diajukan kepada Rapat Pleno DPP PAN.

3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh
DPW dapat diajukan kepada DPP yang akan
dibicarakan dalam rapat pleno DPP.

Pasal 8
Pemberhentian anggota

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia

2. Atas permintaan sendiri.

3. Diberhentikan dengan keputusan dewan pimpinan
pusat dan/atau keputusan Dewan Pimpinan Wilayah
sebagaimana termaksud dalam pasal 6 di atas.

Pasal 9
Simpatisan

Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap partai,
mendukung tujuan partai akan tetapi belum menjadi
anggota namun atas permintaan yang bersangkutan
didaftar sebagai simpatisan.

15



Bab 11

PENDIRIAN DAN PIMPINAN ORGANISASI

16

Pasal 10

Pendirian dan Dewan Pimpinan Ranting

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Pendirian Dewan Pimpinan Ranting dilaksana-
kan ditingkat kelurahan/desa berdasarkan
hasil musyawarah anggota dalam satu
kelurahan/desa yang telah memiliki anggota
paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
Susunan pengurus berdasarkan hasil musya-
warah ranting dimintakan pengesahannya
kepada Dewan Pimpinan Daerah disertai
dengan rekomendasi dari dewan Pimpinan
Cabang setempat.

Apabila dalam satu kelurahan/desa tidak
terdapat dewan pimpinan ranting bila dianggap
perlu untuk kepentingan partai maka Dewan
Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan
Daerah dapat memprakarsai pendirian
ranting.

Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua,
Dewan Pimpinan Ranting dapat melaksana-
kan Musyawarah Ranting Luar Biasa dengan
melakukan koordinasi dengan Dewan
Pimpinan Cabang setempat.

Dewan Pimpinan Ranting dapat menambah
dan/atau mengurangi Anggota Dewan
pengurusnya melalui rapat pleno dengan
meminta pengesahan kepada Dewan
Pimpinan Daerah yang tembusannya dikirim
kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Dewan Pimpinan Ranting dapat membuat
pedoman kerja tersendiri sesuai dengan
kebutuhannya dengan ketentuan tidak
bertentangan dengan kaidah-kaidah partai.

Pendirian dan Dewan Pimpinan Cabang

2.1;

Pendirian Dewan Pimpinan Cabang dilaksana-
kan di tingkat Kecamatan yang telah memiliki

sekurang-kurangnya tiga Dewan Pimpinan
Ranting.

22.

23.

24,

25.

Susunan pengurus berdasarkan hasil
musyawarah cabang dimintakan pengesahan—l
nya kepada dewan pimpinan wilayah disertai
dengan rekomendasi dari dewan pimpinan
daerah setempat.

Apabila dalam satu Kecamatan belum
terbentuk Dewan Pimpinan Cabang, namun
dianggap perlu untuk kepentingan Partai,
maka Dewan Pimpinan Wilayah dapat
memprakarsai pendirian cabang dengan
melakukan koordinasi dengan Dewan
Pimpinan Daerah.

Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua,
maka Dewan Pimpinan Cabang dapal
melaksanakan Musyawarah Cabang Luar
Biasa dengan melakukan koordinasi dengan
Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan
Pimpinan Wilayah setempat.

Dewan Pimpinan Cabang dapat menambah
dan/atau mengurangi Anggota Dewan
Pengurusnya melalui rapat pleno dengan
meminta pengesahan kepada Dewan
Pimpinan Wilayah yang tembusannya kepada
Dewan Pimpinan Daerah.

Pendirian dan Dewan Pimpinan Daerah

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Pendirian Dewan Pimpinan Daerah dalam
tingkat Kabupaten dan/atau Kotamadya
dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah
yang telah memiliki sedikitnya tiga Dewan
Pimpinan Cabang.

Pengesahan pendirian Dewan Pimpinan
Daerah serta pengurus terpilih berdasarkan
hasil Musyawarah Daerah dimintakan
pengesahannya kepada Dewan Pirnpinanl
Pusat disertai dengan rekomendasi dari
Dewan Pimpinan Wilayah setempat. )
Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di
ibukota Kabupaten dan/atau Kotamadya
selempat,

Dewan Pimpinan Daerah adalah Pemimpin
Tertinggi yang Memimpin Partai didaerahnya.
Untuk mengisi kekosongan ijabatan Ketua,
maka Dewan Pimpinan Daerah dapat

17
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3.6.

a.7.

3.8.

melaksanakan Musyawarah Daerah Luar
Biasa dengan melakukan koordinasi dengan
Dewan Pimpinan Wilayah untuk meminta
pengesahan pada Dewan Pimpinan Pusat.
Dalam keadaan yang tidak memungkinkan
dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa
maka Dewan Pimpinan Daerah dapat
melaksanakan mekanisme rapat kerja daerah
dan melaporkan hasilnya kepada Dewan
Pimpinan Pusat dengan tembusannya kepada
Dewan Pimpinan Wilayah.

Dewan Pimpinan Daerah dapat menambah
dan atau mengurangi Anggota Dewan
Pengurusnya melalui rapat pleno dan meminta
pengesahan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Daerah dapat membuat

pedoman kerja tersendiri sesuai dengan
kebutuhan daerahnya asal tidak bertentangan
dengan kaedah organisasi.

Pendirian dan Dewan Pimpinan Wilayah

41.

4.2.

43.

4.4,

4.5,

4.6.

Pendirian Dewan Pimpinan Wilayah dalam
tingkat Propinsi dilaksanakan dalam Musya-
warah Wilayah yang telah memiliki sekurang-
kurangnya tiga Dewan Pimpinan Daerah.
Pengesahan pendirian Dewan Pimpinan
Wilayah serta pengurus terpilih berdasarkan
hasil Musyawarah Wilayah dimintakan penge-
sahannya kepada Dewan Pimpinan Pusat.
Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di
Ibukota Propinsi.

Dewan Pimpinan Wilayah adalah Pemimpin
Tertinggi yang memimpin Partai diwilayahnya.
Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua,
Dewan Pimpinan Wilayah dapat melaksana-
kan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dengan
melakukan koordinasi dengan Dewan
Pimpinan Pusat.

Dalam keadaan yang tidak memungkinkan
dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa
maka Dewan Pimpinan Wilayah dapat
melaksanakan rapat kerja wilayah dengan
meminta pengesahan hasilnya kepada Dewan
Pimpinan Pusat.

4.7.

4.8.

Dewan Pimpinan Wilayah dapat menambah
dan atau mengurangi Anggota Dewan
Pengurusnya melalui mekanisme rapat pleno
harian dan minta pengesahan kepada Dewan
Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Wilayah dapat membuat
pedoman kerja tersendiri sesuai dengan
kebutuhannya asal tidak bertentangan dengan
kaedah organisasi.

Dewan Pimpinan Pusat

5.1,

5.2.

5.3.

5.4,

Dewan Pimpinan Pusat adalah Pemimpin
Tertinggi dalam kepemimpinan Partai yang
melaksanakan dan meneruskan, mengawasi
serta menginstruksikan keputusan-keputusan
Kongres kepada seluruh Dewan Pimpinan
Partai dalam semua tingkatan.

Dewan Pimpinan Pusat dapat menambah
dan/atau mengurangi Anggota Pimpinannya
yang kemudian dimintakan pengesahannya
dalam rapat harian.

Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan
peraturan-peraturan khusus maupun pedo-
man kerja dan atau pedoman organisasi lain-
nya dalam rangka menjaga ketertiban dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua
Umum, maka Pimpinan Sementara akan
dipimpin secara Presidium oleh para Ketua-
Ketua, untuk selanjutnya dilaksanakan
Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan
untuk itu.

Bab III

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Pasal 11

Pada tingkat DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt
dibentuk Departemen-departemen dimana Lem-
baga dan Pengurusnya ditempatkan berdasarkan
profesionalitas.
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Jumlah dan komposisi Departemen dijenjang
kepengurusan pada tingkat DPW ke bawah
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
akan tetapi tidak boleh melebihi jumlah Departemen
ditingkat Dewan Pimpinan Pusat.

Bab IV
BADAN OTONOM DAN LEMBAGA/
PANITIA KHUSUS

Pasal 12
Badan Otonom

Badan Otonom adalah institusi yang mempunyai
kedudukan mandiri, berhak mengatur dan
mengelola sendiri kerja lembaga berlandaskan AD/
ART PAN,

Badan Otonom dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan PAN.

Badan Otonom bisa dibentuk di setiap eselon
mengacu pada struktur organisasi yang ada di DPP.
Hal-hal yang berkaitan dengan Badan Otonom akan
diatur dalam peraturan lebih lanjut.

Pasal 13
Lembaga/Panitia Khusus

Lembaga/Panitia Khusus adalah institusi yang
dibentuk berdasarkan kebutuhan partai dalam
rangka menjalankan program kerja dan agenda
partai.

Lembaga/Panitia Khusus dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan PAN.

Lembaga/Panitia Khusus dapat dibentuk di setiap
eselon kepengurusan.

Hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga/Panitia
Khusus akan diatur di dalam peraturan lebih lanjut.

BabV
PERGANTIAN PIMPINAN

Pasal 14

Penggantian pimpinan partai dalam semua tingkatan
dilaksanakan lima tahun sekali.

Penggantian pimpinan pada tingkat DPP
dilaksanakan dalam Kongres, penggantian DPW,
DPC, DPD dan DPRt dilaksanakan dengan
musyawarah di jenjang masing-masing.

Serah terima jabatan pimpinan harus dilaksanakan
pada akhir acara Kongres/Musyawarah.

Bab VI
PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 15
Kongres

Kongres adalah Permusyawaratan Tertinggi dalam
Partai yang diadakan atas undangan Dewan
Pimpinan Pusat dilaksanakan sekali lima tahun yang
dihadiri oleh peserta Kongres dan Anggota Kongres.

Peserta Kongres terdiri dari :

2.1. Seluruh Anggota Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat.

2.2, Seluruh Pengurus dan Anggota MPP Dewan
Pimpinan Pusat.

2.3. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah.

2.4. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Daerah.

Anggota Kongres terdiri dari :

3.1, Undangan Dewan Pimpinan Pusat yang
diputuskan oleh rapat pleno DPP sebagai
peninjau.
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Hak suara dan hak bicara

4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta
Kongres.

4.2. Anggota Kongres hanya memiliki hak bicara
akan tetapi tidak memiliki hak suara.

Acara pokok kongres adalah sebagai berikut :

5.1. Laporan pertanggung-jawaban DPP
tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan,
organisasi dan keuangan serta pengesahan
laporan DPP terhadap perjalanan organisasi
dalam satu periode.

5.2. Menetapkan dan/atau melakukan perubahan
terhadap AD/ART serta peraturan organisasi
lainnya.

5.3. Menetapkan Program Kerja untuk periode
berikutnya.

5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum secara
langsung. Ketua Umum terpilih secara ex
officio adalah sebagai Ketua formateur.

5.5. Memilih dan menetapkan formateur yang akan

menyusun kelengkapan personalia Pengurus
DPP.

5.6. Formateur berjumlah sebanyak 9 orang,
termasuk Ketua formateur.

5.7. Menyusun Anggota Majelis Pertimbangan
Partai DPP.

5.8. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Kongres.

5.9. Isi dan susunan acara Kongres serta
keputusan tentang pelaksanaan Kongres,
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
dengan memperhatikan hasil-hasil Rapat
Kerja Nasional.

6.10. Selambat-lambatnya satu bulan setelah
kongres dilaksanakan, Pengurus DPP terpilih

sudah harus menyampaikan hasil-hasil
Kongres kepada seluruh DPW, selanjutnya
paling lambat dalam waktu 10 hari setelah
diterimanya oleh DPW maka DPW telah harus
menyampaikan pula kepada seluruh DPD,
demikian pula selanjutnya oleh DPD kepada
DPC dan DPRL.

5.11. Keputusan Kongres diberlakukan untuk masa
periode kepengurusan selanjutnya.

Bab VII

KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Kongres dinyatakan sah dan memenuhi korum
apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumiah
Dewan Pimpinan Daerah.

Seluruh rapat permusyawaratan selain Kongres dan
Kongres Luar Biasa, dinyatakan sah dan dapat
berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang
hadir asal yang berkepentingan telah diundang yang
dapat dibuktikan dengan bukti penerimaan dan atau
pengiriman baik secara langsung maupun melalui
Kantor Pos Negara.

Pasal 17
Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam semua permusyawaratan
diutamakan dengan Musyawarah Mufakat, namun jika
Musyawarah Mufakat tidak tercapai dilakukan dengan

suara terbanyak.
Bab VIII _
KONGRES LUAR BIASA
Pasal 18

Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas
permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
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Dewan Pimpinan Wilayah.

Kongres Luar Biasa diadakan untuk membicarakan
masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang
waktu dan sifatnya tersebut tidak dapal
ditangguhkan sampai berlangsungnya Kongres
biasa.

Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta
Kongres.

Acara pokok Kongres Luar Biasa pada dasamya
sama dengan acara pokok dalam Kongres.
Seluruh ketentuan dalam Kongres berlaku pula
dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa.

Bab IX
RAPAT-RAPAT

Pasal 19
Rakernas

Rapat Kerja Nasional adalah Permusyawaratan
Tertinggi dibawah Kongres yang diadakan atas
undangan Dewan Pimpinan Pusat, dilaksanakan
sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh :

1.1. Seluruh pengurus DPP.

1.2. Seluruh pengurus MPP DPP.

1.3. Ketua MPP Wilayah dan Daerah.

1.4. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.

1.5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Acara pokok Rapat Kerja Nasional adalah sebagai

berikut :

2.1. Laporan Dewan Pimpinan Pusat.

2.2. Masalah-masalah penting dan aktual yang
menyangkut kepentingan Partai.

2.3. Evaluasi perjalanan Partai.

2.4, Masalah-masalah yang oleh Kongres
diserahkan kepada Rapat Kerja Nasional,

2.5. Acara-acara pokok dan persiapan serta
masalah-masalah yang akan dibicarakan
dalam Kongres.

2.6. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Nasional.

2.7. Isi dan susunan acara Rapat Kerja Nasional
ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusal.

Pasal 20
Rapat Paripurna

R Paripuma adalah rapat yang dilaksanakan oleh
DmPirrm\;:inan Pusat yang dilaksanakan sekali dalam
setiap enam bulan, yang dihadiri oleh seluruh anggota
penquDemempmmea!,danwhnﬁmggoh
MPP DPD, anggota PAN yang duduk dalam Kabinet,
Parlemen.

Pasal 21
Rapat Pleno

Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri phah semua
Anggota Dewan Pimpinan dan Majelis Pertimbangan di
setiap jenjang kepartaian, dilakukan paling sedikit satu
kali dalam waktu tiga bulan.

Pasal 22
Rapat Harian

1. Rapat Haran dihadiri oleh seluruh pengurus harian
disetiap jenjang kepengurusan dalam Partai
dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam waktu
satu bulan.

Pasal 23
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah Permusyawaratan
Tertinggi dalam Dewan Pimpinan Wilayah yang
diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Wilayah
dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh
peserta Musyawarah Wilayah dan anggota
Musyawarah Wilayah.

2. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
2.1. Dewan Pimpinan Pusat (2 orang).
22. Seluruh Anggota Pengurus Dewan Pimpinan
Wilayah.
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2.3. Seluruh pengurus MPP Dewan Pimpinan
Wilayah.

2.4. Ketuadan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.

25. Ketua, Sekretaris dan ditambah 4 orang
pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

Anggota Musyawarah Wilayah yaitu :
Undangan Dewan Pimpinan Wilayah yang diputus-
kan dalam rapat pleno DPW sebagai peninjau.

Hak suara dan hak bicara

4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh Peserta
Musyawarah Wilayah.

4.2. Anggota Musyawarah Wilayah hanya memiliki
hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak
suara.

Acara pokok Musyawarah Wilayah adalah sebagai

berikut :

5.1. Laporan pertanggung jawaban DPW tentang
pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi
dan keuangan serta pengesahan laporan
DPW terhadap perjalanan organisasi dalam
salu periode.

5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap
peraturan organisasi diwilayahnya.

5.3. Menetapkan Program Kerja untuk periode
berikutnya yang mengacu kepada Keputusan
Kongres.

5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua DPW secara
langsung ketua terpilih secara ex officio adalah
sebagai Ketua formatur.

6.5. Memilih dan menetapkan formatur.

5.6. Formatur berjumlah sebanyak 7 orang
termasuk Ketua formatur.

5.7. Menyusun Anggota Majelis Pertimbangan
Partai Wilayah.

5.8. Dewan Pimpinan Wilayah bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah.

5.9. Musyawarah Wilayah dilaksanakan lima tahun
sekali.

5.10. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah
serta keputusan tentang pelaksanaan
Musyawarah Wilayah, ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Wilayah dengan memperhatikan

hasil-hasil Rapat Kerja Wilayah. -

5.11. Selambai-lambatnya satu bulan setalah
Musyawarah Wilayah, Pengurus DPW terpilih
sudah harus menyampaikan hasil-hasil
Musyawarah Wilayah kepada seluruh DPW,
selanjutnya paling lambat dalam waktu 10 han
setelah diterimanya oleh DPW maka DPW
telah harus menyampaikan pula kepada DPC
dan DPRt.

5.12. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai
diberlakukan untuk masa periode kepengu-
rusan selanjutnya.

5.13. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah dan
memenuhi korum apabila dihadiri oleh
setengah lebih satu dari jumiah Dewan

Pimpinan Cabang.

Pasal 24
Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan
tertinggi daerah tingkat Il yang diadakan atas
undangan Dewan Pimpinan Daarah. yang
dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh
peserta Musyawarah Daerah dan Anggota
Musyawarah Daerah,

Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :

2.1. Dewan Pimpinan Wilayah (2 orang)

2.2. Seluruh Anggota pengurus Dewan Pimpinan
Daerah. _

2.3. Seluruh pengurus MPP Dewan Pimpinan
Daerah.

2.4. Ketua dan Sekrefaris ditambah tiga orang
pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang.

25. Ketua dan Sekretaris ditambah tiga orang
pengurus DPRt yang dipilih oleh rapat kerja
ranting yang khusus yang dilakukan untuk itu.

Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari :

3.1. Undangan Dewan Pimpinan Daerah yang
ditetapkan oleh rapat pleno DPD.
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Hak suara dan hak bicara

4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta
musyawarah daerah.

4.2. Anggota Musyawarah Daerah hanya memiliki
hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak
suara.

Acara pokok Musyawarah Daerah adalah sebagai
berikut :

5.1. Laporan pertanggung jawaban DPD tentang
pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi
dan keuangan serta pengesahan laporan DPD
terhadap perjalanan organisasi dalam satu
periode.

5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap
Peraturan organisasi didaerahnya.

5.3. Menetapkan program kerja untuk periode
berikutnya yang mengacu kepada keputusan
kongres dan keputusan Musyawarah Wilayah.

5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua DPD secara
langsung. Ketua DPD terpilih secara ex officio
adalah sebagai Ketua formateur.

5.5. Memilih dan menetapkan formateur.

5.6. Formateur berjumlah sebanyak 7 orang
termasuk Ketua formateur.

5.7. Menyusun anggota Majelis Pertimbangan
Partai Daerah.

5.8. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan Musyawarah
Daerah.

5.9. Musyawarah Daerah dilaksanakan lima tahun
sekali.

5.10. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah
serta keputusan tentang pelaksanaan
Musyawarah Daerah, ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Daerah dengan memperhatikan
hasil-hasil rapat daerah,

5.11. Selambat-lambatnya satu bulan setelah
Musyawarah Daerah, Pengurus DPD terpilih
sudah harus menyampaikan hasil-hasil
Musyawarah Daerah kepada DPW dan
seluruh DPC, dan DPRt.

5.12. Keputusan Musyawarah Daerah diberakukan
untuk masa periode kepangurusan
selanjutnya.

5.13. Musyawarah Daerah dinyatakan sah dan
memenuhi Korum apabila dihadiri oleh
setengah lebih satu dari Musyawarah daorah,

Pasal 25
Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang adalah Permusyawaratan
tertinggi dalam satu Kecamatan yang diadakan atas
undangan Dewan Pimpinan Cabang yang
dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh
peserta Musyawarah Cabang dan Anggota
Musyawarah Cabang.

Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :

2.1. Dewan Pimpinan Wilayah ( 2 orang )

2.2. Dewan Pimpinan Daerah ( 2 orang )

2.3. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang

2.4 Seluruh Pengurus MPP cabang

2.5. Ketua dan Sekretaris ditambah lima orang
Dewan Pimpinan Ranting

Anggota Musyawarah Cabang terdiri dari :

3.1. Undangan Dewan Pimpinan cabang yang
diputuskan oleh rapat pieno DPC sebagai
peninjau.

Hak Suara dan Hak Bicara

4.1. Hak Suara hanya dimiliki oleh Peserta
Musyawarah Cabang

4.2, Anggota Musyawarah Cabang hanya memiliki
Hak Bicara akan tetapi tidak memiliki Hak
Suara.

Acara pokok Musyawarah Cabang adalah sebagai

berikut :

5.1. Laporan pertanggung jawaban DPC tentang
pelaksanaan dan kebijasanaan, organisasi
dan keuangan serta pengesahan laporan DPC
terhadap perjalanan organisasi dalam satu
periode.
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5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap
peraturan organisasi cabangnya.

5.3. Menetapkan Program kerja untuk periode
berikutnya yang mengacu kepada keputusan
Kongres dan keputusan Musyawarah Wilayah,
keputusan Musyawarah Daerah.

5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua DPC secara
langsung. Ketua terpilih secara ex officio
adalah sebagai Ketua formateur.

5.5. Memilih dan menetapkan Formateur.

5.6. Formateur berjumliah sebanyak 7 orang
termasuk Ketua formateur.

5.7. Menyusun Anggota Majelis Pertimbangan
Partai Cabang.

5.8. Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Musyawarah Cabang.

5.9. Musyawarah Cabang dilaksanakan lima tahun
sekali.

5.10. Isi dan susunan acara Musyawarah Cabang
serta keputusan tentang pelaksanaan
Musyawarah Cabang, ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Cabang dengan memperhatikan
pertimbangan rapat kerja cabang.

5.11. Selambat-lambatnya satu bulan setelah
Musyawarah Cabang, maka pengurus DPC
terpilih sudah harus menyampaikan hasil-hasil
Musyawarah Cabang kepada seluruh Dewan
Pimpinan Ranting.

5.12. Keputusan Musyawarah Cabang mulai
diberlakukan untuk masa periode
kepengurusan selanjutnya.

5.13. Musyawarah Cabang dinyatakan sah dan
memenuhi korum apabila dihadiri oleh
setengah lebih satu dari peserta Musyawarah
Cabang tersebut.

Pasal 26
Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting adalah Permusyawaratan
tertinggi dalam Kelurahan/Desa yang diadakan atas
undangan Dewan Pimpinan Ranting yang
dilaksanakan sekali lima tahun yang dihadiri oleh
peserta Musyawarah Ranting dan Anggota
Musyawarah Ranting.

Peserta Musyawarah Ranting terdiri dari :

2.1. Dewan Pimpinan Daerah (2 orang)

2.2. Dewan Pimpinan Cabang ( 2 orang )

2.3. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Ranting.

2.4. Seluruh pengurus MPP Ranting;

2.5. Seluruh anggota partai yang ada ditingkat
ranting.

Anggota Musyawarah Ranting terdiri dari :
3.1. Undangan Dewan Pimpinan Ranting yang
ditetapkan oleh rapat pleno DPRt.

Hak suara dan hak bicara

4.1. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta
Musyawarah Ranting.

4.2. Anggota Musyawarah Ranting hanya memiliki
hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak
suara.

Acara pokok Musyawarah Ranting adalah sebagai

berikut :

. Laporan pertanggung jawaban DPRt tentang
pelaksanaan dan kebijaksanaan, organisasi
dan keuangan serla pengesahan laporan DPR
terhadap perjalanan organisasi dalam satu
periode.

5.2. Menetapkan, melakukan perubahan terhadap
peraturan organisasi rantingnya.

5.3. Menetapkan program kerja untuk periode
berikutnya yang mengacu kepada keputusan
Kongres dan keputusan Musyawarah Wilayah,
keputusan Musyawarah Daerah dan
Keputusan Musyawarah Cabang.

5.4. Pemilihan dan penetapan Ketua DPRt secara
langsung. Ketua terpilih secara ex officio
adalah sebagai Ketua Formateur.

5.5. Memilih dan menetapkan Formateur.

56. Formateur berjumiah sebanyak 5 orang
termasuk Ketua formateur.

5.7. Menyusun Anggota Majelis Pertimbangan
Partai dalam tingkat DPRL.

5.8. Dewan Pimpinan Ranting bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Musyawarah Ranting.

5.9. Musyawarah Ranting dilaksanakan lima tahun
sekali.
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5.10. Isi dan susunan acara musyawarah ranting
serta keputusan tentang pelaksanaan
Musyawarah Ranting, ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Ranting dengan memperhatikan
pertimbangan rapat kerja ranting.

5.11. Selambat-lambatnya satu bulan setelah
Musyawarah Ranting, pengurus DPRt terpilih
sudah harus menyampaikan hasil-hasil
Musyawarah Ranting kepada seluruh anggota
partai serta Dewan Pimpinan Cabang.

5.12. Keputusan Musyawarah Ranting mulai
diberlakukan untuk masa periode kepe-
ngurusan selanjutnya.

5.13. Musyawarah Ranting dinyatakan sah dan
memenuhi korum apabila dihadiri oleh
setengah lebih satu dari peserta Musyawarah
Ranting tersebut.

Pasal 27
Musyawarah Luar Biasa

Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut :

1.1. DPW atas permintaan 2/3 dari DPD.

1.2. Bagi DPD atas permintaan 2/3 dari DPC.

1.3. Bagi DPC atas permintaan 2/3 dari DPRt,

1.4. Bagi DPRt atas permintaan 2/3 dari jumlah
Anggota Pimpinan Ranting.

Bab X
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 28

Susunan Dewan Pimpinan Pusat untuk pertama kali
adalah sebagai berikut :

Ketua Umum

Ketua-ketua

Sekretaris Jenderal

Wakil-wakil Sekretaris Jenderal

Bendahara Umum

Bendahara

G AP W

7. Dewan Ekonomi :
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota
B. Majelis Perlimbangan Pariai :
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota
9. Departemen Kaderisasi, keanggotaan
Organisasi.
10. Departemen Kampanye dan pemenangan
Pemilu.
11. Departemen Humas / Media Massa.
12. Departemen Hubungan Internasional.
13. Departemen Buruh, Tani, Nelayan.
14. Departemen Perhubungan/Telekomunikasi.
15. Depariemen Pendidikan.
16. Departemen Sumber Daya Alam dan Energi.
17. Departemen Agama.
18. Departemen Perlindungan Konsumen.
19. Departemen Hukum dan Keadilan.
20. Departemen Kesehatan.
21. Departemen Kebudayaan dan Kesenian.
22. Departemen Pemberdayaan Perempuan.
23. Departemen Lingkungan Hidup.
24, Departemen Agraria.
25. Departemen Pemuda.
26. Departemen Penelitian dan Pengembangan.
27. Departemen limu Pengetahuan dan Teknologi.
28. Departemen Wirausaha dan Koperasi.
29. Departemen Sosial.
30. Pengurus setiap departemen terdiri dari kepala
departemen, wakil kepala, dan anggota.

Ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah,
Cabang dan Ranting adalah sebagai berikut :
2.1.Ketua :

2.2. Wakil-wakil Ketua

2.3, Sekretaris :

2.4, Wakil-wakil Sekretaris

2.5, Bendahara

2.6. Wakil-wakil Bendahara



2.7. Majelis Pertimbangan Partai
- Ketua
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Anggota
2.8. Departemen-departemen sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.

Bab XI
MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 29

MPP melaksanakan persidangan sedikitnya setiap
enam bulan sekali.

Pengurus MPP dipilih dari anggota MPP setiap lima
tahun sekali.

MPP berada pada setiap Dewan Pimpinan Partai
dari tingkat pusat sampai tingkat ranting.

MPP memberikan nasihat kepada pengurus Dewan
Pimpinan Partai setiap saat jika dianggap penting
dan perlu baik diminta maupun tidak.

MPP ikut mengawasi pelaksanaan hasil-hasil
Musyawarah.

Tugas, kewajiban serta kewenangan dari MPP akan
ditentukan lebih lanjut dalam pedoman organisasi.

Bab XII
LOGO dan LAMBANG PARTAI

Pasal 30

Filosofi Logo :

Matahari putih yang bersinar cerah dilatar belakangi
segi empat warna biru dengan tulisan PAN
dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai
Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru
menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.
Makna Logo :

Simbol Matahari yang bersinar terang :

Matahari merupakan sumber cahaya, sumber

kehidupan. Warna putih adalah eksprosl darl
kebenaran, keadilan dan semangat banu,

Sinar terang yang memancar adalah refleksi dar
kemajemukkan.

Segi empat berwarna biru tua :

Adalah cerminan warna laut dan langit yang
merefleksikan kemerdekaan atau démokrasi.

3. Bujur sangkar (segi empat sama sisi) berwarna
BIRU TUA.

4., Gambar berbentuk matahari wama putih dengan
pancaran sinar berjumlah 32 buah. Ukuran panjang
setiap sinar sama dengan garis tengah lingkaran
matahari.

5. Tulisan PAN dengan jenis huruf futurist extra heavy,
dengan ukuran lebar sama dengan lebar bujur
sangkar. Warna tulisan PAN adalah BIRU TUA.

6. Tulisan partai amanat nasional dengan jenis tipografi
times roman bold berwamna hitam.

Bab XIII
PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31

Untuk pertama kalinya Anggaran Rumah Tangga
disahkan dalam Rapat Formatur pada tanggal 22 Agustus
1998.

Bab XIV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah dan
disempurnakan dalam Kongres.
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Bab XV
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 33

1. Kepengurusan DPW, DPD, DPC dan DPRt untuk
pertama kalinya dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan DPP PAN No : 01/A-X/DPP/PAN serta
penyempurnaannya dengan masa jabatan
ditentukan lebih lanjut oleh DPP PAN.

2. Khusus dalam kelahiran PAN dari tingkat Dewan
Pimpinan Ranting sampai tingkat Dewan Pimpinan
Wilayah ditempuh kebijakan praktis, yakni pem-
bentukan pengurus PAN berdasarkan musyawarah
di antara para pemrakasa atau komite.

3. Dalam waktu enam bulan sejak tanggal ditetapkan
Anggaran Rumah Tangga ini, maka Departemen
Kaderisasi, Keanggotaan dan Organisasi akan
dipecah menjadi dua Departemen yakni :

- Departemen Kaderisasi
-  Departemen keanggotaan dan organisasi

Bab XVI

PENUTUP

Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh
DPP PAN.
Jakarta, 23 Agustus 1998

Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat
Partai Amanat Nasional

M N RAIS
Ketua Formatur




